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PENGANTAR PENYUNTING

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat ridho-Nya jua,
Majalah Simbur Cahaya edisi 37 ini dapat terbit. Dalam edisi kali ini berbagai
tulisan baik berupa Artikel limiah, maupun berupa Laporan hasil Penelitan lainnya
dapat kami tampilkan. Berbagai upaya dilakukan oleh para penyunting untuk
dapat menampilkan tulisan yang berkualitas. Secara cermat tulisan-tulisan yang
dimuat telah melalui koreksi, sehingga apa yang tersaji diharapkan dapat
memenuhi harapan para pembaca yang budiman,

Pada edisi ini kajian diawali dengan menampilkan hasil pembahasan
tentang Legal Memorandum Oleh: Syahmin AK., S.H., M.H. ; Upaya
Mengatasi Kecelakaan Kapal Laut Berdasarkan UU No.17/2008 Tentang
Pelayaran Oleh: Arfianna Novera, S.H., M.Hum. ; Paradigma | egislasi Dalam
Mewujudkan Negara Kesejahteraan Oleh: Agus Ngadino, S.H., M.H.
Perjanjian Kerjasama Antara Modal Asing dan Modal Nasional Oleh: Sri
Turatmiah, S.H., M.Hum. ; Reformasi Birokrasi Menuju Tata Pemerintahan
Yang Baik Oleh: Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum.; Rendahnya Tingkat
Pengaduan Kasus Konsumen Perempuan di BPSK Kota Palembang Oleh:
Elvira Taufani, S.H., M.Hum. ; Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap
Eksekutif Oleh: Abunawar Baseban, S.H.

Namun betapa teliti dan cermatnya redaksi, tentunya tidak luput dari
kekurangan dan kesalahan, sebab itu redaksi tetap mengharapkan kritik serta

Indralaya, September 2008

Redaksi
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